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ABSTRAK

Penclitian ini mengkaji tentang Tak Ruang Laktasi bagi Pegawai Perempuan di Sckretariat
Dacrah Provinsi Sumatera Sclatan. Berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerjaburuh perempuan yang anaknya masih menyusu
harus diberi kesempatan scpatutnya untuk menyusui anaknya, jika hal itu harus dilakukan
sclama waktu kerja. Penclitian ini ditujukan untuk mengeksplor bagaimana ruang laktasi
disediakan di Pemerintah Daerah, dalam hal ini di Sckretariat Dacrah Provinsi Sumatera
Selatan. Teori yang digunakan dalam penclitian ini dari Camilla Stivers, yang menyatakan
bahwa nilai-nilai feminis seperti pengasuhan anak berupa menyusui harus dipenuhi bukannya
ditinggalkan atau diabaikan (Camilla Stivers, 2017:481), yang diclaborasi dengan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 83 dan PERMENKES Nomor
15 Tahun 2013 tentagg Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah
Air Susu Ibu Pasal 10. Mctode penclitian ini menggunakan deskriptif dengan tcknik
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data
menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan
data menggunakan tranggulasi tcknik dan tranggulasi sumber. Dari hasil analisis data, ruang
laktasi sudah disédiakan, namun dari standar ruang dan standar peralatan yang sudah terpenuhi
beberapa peralatan seperti pintu yang memiliki kunci, penerangan yang cukup, meja, kursi,
tempat sampah, dan penyejuk ruangan dan yang belum dipenuhi berupa lemari pendingin, tas
untuk membawa ASI perah, dispenscr, dan alat mencuci botol ASI. Dari hasil penelitian ini
merekomendasikan baghwa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus menyediakan
ruang laktasi yang berperspektif gender dalam memenubhi standar ruang dan standar peralatan
ruang laktasi dan jangan hanya sckadar menyediakan atau lips service atau tokenims.

Kata Kunci: Pemenithan, Hak, Ruang, Laktasi, di Sekretariat Daerah
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ABSRACT

This research examines the Lactation Room Rights for Female Employees at the Regional
Secretariat of South Sumatra Province. Based on Article 83 of Law Number 13 of 2013
concerning Manpower, it states that female workers/laborers whose children are still
breasifeeding must be given a reasonable opportunity to breastfeed their children, if it must be
done during working time. This research aims to explore how lactation rooms are provided in
the Regional Government, in this case in the Regional Secretariat of South Sumatra Province.
The theory used in this research is from Camilla Stivers. which states that feminist values such
as childcare in the form of breastfecding must be fulfilled rather than abandoned or ignored
(Camilla Stivers, 2017: 481), which is elaborated with Law Number 13 of 2013 concerning
Manpower Article 83 and PERMENKES Number 15 of 2013 concerning Procedures for
Providing Special Facilities for Breastfeeding and/or Milking Article 10. This research method
uses descriptive with data collection techniques using interviews, observation and
documentation. Data analysis techniques use data condensation, data presentation and
conclusion drawing. . Data validity techniques use technical triangulation and source
triangulation. From the results of data analysis, the lactation room has been provided, but
Jrom the space standards and equipment standards that have been met some equipment such
as doors that have locks, adequate lighting, tables, chairs, trash cans, and air conditioning and
those that have not been met are refrigerators, bags for carrying expressed breast milk,
dispensers, and breast milk bottle washing tools. From the results of this study recommends
that the Regional Secretariat of South Sumatra Province must provide a gender-perspective
lactation room in meeting space standards and lactation room equipment standards and not
Just provide or lip service or tokenims.

Keyword : Fulfillmen, Rights, Space, Laktasi, di Sekretariat Daerah
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang
hubungan yang dimiliki oleh pemerintah dengan masyarakat, memperbaiki
responsibilitas aturan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, dan membuat praktik
manajemen yang melatih kita untuk melakukan tugas dengan cara yang efisien dan
rasional (Pasolong, 2017:7). Hak perempuan dalam administrasi publik dapat diartikan
sebagai hak yang dimiliki oleh perempuan dalam mengakses, memperoleh, dan
memanfaatkan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Paradigma baru
pelayanan publik mengatakan bahwa pelayanan publik harus mempertimbangkan
berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada. Teori manajemen publik yang
dikenal sebagai paradigma baru layanan publik menekankan bahwa setiap warga
memiliki hak yang sama. Dilihat dari perspektif keadilan, paradigm ini adalah yang
terbaik karena memungkinkan setiap warga negara menerima pelayanan publik yang

sama. Publik ini terdiri dari laki-laki dan perempuan (Pasolong, 2017).

Sebagai objek dan subjek pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki
hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama. Mereka hanya dibedakan oleh jenis
kelamin dan kemampuan reproduksinya. Di zaman sekarang, banyak perempuan yang
bekerja untuk membantu keluarganya. Karena perempuan dan laki-laki memiliki
kemampuan dan potensi yang sama, perempuan bekerja sudah biasa. Banyaknya
perempuan yang memilih untuk bekerja dibandingkan tetap berada di rumah untuk

mengurus keluarganya, lalu pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi



hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan. Namun perempuan bukan hanya
diamati dari gender tetapi juga kodratnya. Gender dan Kodrat tidak sama, gender
adalah perbedaan yang tetap ada antara laki-laki dan perempuan dalam peran,
kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian pekerjaan. Sedangkan kodrat adalah
hukum tuhan misalnya melahirkan, menstruasi, dan menyusui yang tidak dapat
digantikan (Puspitawati 2013:11). Oleh karena itu, hak perempuan di tempat kerja
harus diperhatikan meskipun perempuan itu sudah bekerja, kodratnya tetap harus
dilaksanakan. Selama ini pembahasan mengenai hak pekerja perempuan masih kurang

menjadi topik diskusi saat ini.

Camila Strivers (dalam Shafritz & Hyde, 2017: 481) menyatakan bahwa salah
satu masalah yang dihadapi adalah “masih terdapat cara pandang netral dalam
kebijakan publik yang mengabaikan pengalaman perempuan yang sangat
khusus seperti membesarkan dan mengasuh anak yang mengharuskan adanya
ketergantunga satu sama lain agar bisa survive. Salah satu contoh cara pandang
netral adalah penyajian data agregat ,sehingga semua sasaran program tidak
dibedakan menurut jenis kelamin,padahal kebutuhan dan pengalaman
keduanya berbeda. Apalagi bila meninjau kembali pemikiran mengenai hak-
hak pekerja perempuan, hal tersebut masih kurang begitu diperhatikan”.

Hak pekerja perempuan yang kurang diperhatikan adalah hak menyusui.
Secara hukum sudah dijelaskan Pasal 83 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :“pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih
menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu
harus dilakukan selama waktu kerja”. Karena itulah harus ditegakkan sesuai dengan
peraturan, setiap tempat kerja yang memiliki pegawai perempuan harus menyediakan
ruang khusus menyusui supaya pegawai perempuan yang sudah menikah dan memiliki
anak masih dapat melakukan pekerjaan mereka seperti biasa, dan mereka masih

memiliki wewenang untuk memberikan ASI kepada anak mereka dari usia 0-6 bulan



atau 0-2 tahun, sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Tata cara penyediaan
ruang laktasi juga sudah di atur oleh Pasal 10 Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun
2013 menyatakan bahwa “ Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya
terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar
. Jika hak-hak pekerja perempuan dilanggar, terdapat sanksi administratif, perdata,
dan pidana, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

Gambar 1. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait Ruang Laktasi

Pasal 83 Undang-undang No. 13 tahun
2013 menyatakan “pekerja/buruh
perempuan yang anaknya masih menyusu
harus diberi kesempatan sepatutnya untuk
menyusui anaknya jika hal itu harus
dilakukan selama waktu keria”

Pasal 10 PERMENKES Nomor 15 tahun
2013 menyatakan bahwa “Peralatan Ruang
ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya
terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan

peralatan pendukung lainnya sesuai
standar”.

Sumber : dibuat oleh penulis 2023

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan utama bayi karena memiliki banyak nutrisi
dan perlindungan. Pemberian Air Susu Ibu pada bayi dilakukan selama dua tahun,
namun pada enam bulan pertama ASI diberikan tanpa makanan atau cairan tambahan
seperti susu formula, madu, bubur, atau pisang. Saat bayi berusia enam bulan asupan
bayi diberikan tambahan Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang diberikan terus
menerus hingga anak berusia dua tahun atau lebih. Sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu



Ibu Eksklusif, World Health Organization (WHO) menyarankan untuk memulai
pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama. Menurut dokter Marturia
Inriana Aruperes, bayi yang diberi ASI eksklusif sejak dini biasanya lebih cerdas
daripada bayi yang tidak diberi ASI. Karena ASI merupakan langkah awal dalam
menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka dari itu hak ruang

laktasi di tempat bekerja sangatlah penting.

Setiap tempat kerja, fasilitas umum, dan tempat usaha harus menyediakan
standar minimal dan sarana yang diperlukan untuk ruang laktasi. Ruang laktasi
mencakup fasilitas untuk untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah,
dan/atau konseling menyusui/ASI. (Pratiwi, 2016 : 3). Tujuan dari Ruang Laktasi
adalah untuk melindungi ibu yang memberikan ASI eksklusif, memastikan hak anak
untuk mendapatkan ASI eksklusif, dan meningkatkan peran keluarga, masyarakat,
pemerintah daerah, dan pemerintah dalam mendukung pemberian ASI eksklusif. (Rini,
2018 : 5). Kebijakan ruang laktasi ini pertama kali diberlakukan pada tahun 2013
setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2013 mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air

Susu Ibu Eksklusif.

Seperti yang telah diinstruksikan oleh beberapa peraturan dan undang-undang
bahwa institusi pemerintahan yang ada di Sumatera Selatan harus menyediakan ruang
laktasi bagi karyawan perempuan untuk dapat menyusui dan memerah ASI. Kebijakan
pemenuhan hak laktasi di tempat kerja juga harus didukung oleh Kantor Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

memiliki sembilan biro, dengan sebagian besar pegawai perempuan di setiap bironya.



Tabel. 1 Pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

) ) Jumlah Pegawai

No Unit Kerja
L P
1 Biro Organisasi 14 22
2 Biro Umum dan Perlengkapan 116 95
3 Biro Hukum 21 34
4 Biro Pemerintahan dan Otonomi 31 28
5 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 36 45
6 Biro Pengadaan Barang/Jasa 28 37
7 Biro Perekonomian 20 25
8 Biro Kesejahteraan Rakyat 23 33
9 Biro Administrasi Pembangunan 10 33
Jumlah 299 352

Total 651

Presentase (%0) 0,46 0,54

Sumber : data diolah penulis 2023

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berstatus Ibu Menyusui

No Nama Pegawai Bagian
1 Yuliawati Biro Administrasi Pembangunan
2 Sella Adawiah, S.E Biro Umum dan Perlangkapan
3 Vera Sabtrianti, S.E Biro Administrasi Pembangunan

Sumber : dikelolah penulis 2024

Data tersebut diperoleh peneliti saat melakukan magang, jumlah karyawan di
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa  pegawai
perempuan lebih banyak jumlahnya daripada jumlah laki-laki. Dilihat dari data
tersebut penyediaan ruang laktasi sebaiknya diperhatikan karena sebagian pegawai di
kantor merupakan pegawai perempuan. Karena dilihat dari jumlah pegawai

perempuan yang banyak maka sudah seharusnya Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera



Selatan seharusnya menyediakan ruang laktasi yang layak sesuai dengan yang telah

ditentukan.

Untuk memenuhi peraturan dan terlaksananya peraturan mengenai ruang
laktasi ini dapat dilihat dari banyaknya pegawai yang memanfaatkan ruang yang telah
disediakan, sedangkan saat ini masih banyak pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan yang tidak menggunakan dan memanfaatkan ruang laktasi itu
sendiri. Hal tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti di Sekretariat

Daerah Sumatera Selatan sebagai berikut :

“ Ruang laktasi yang disediakan dilihat dari luar bahwa ruangannya di gembok
dan dikunci dari luar, tedapat laki-laki didalamnya yang bisa dilihat dari celah-
celah pintu, dan kondisi yang dilihat dari luar bahwa ruangan tersebut tampak
tidak diurusi dan tampak sedikit kotor” (Observasi Tanggal 13 Oktober 2023
Jam 11.12 WIB)

Gambar 2. Ruang Laktasi

Sumber : diambil oleh penulis tanggal 13 oktober 2023

Hasil observasi tersebut menemukan masih terdapat permasalahan dalam

pelaksanaan ruang laktasi antara lain :

1. Ruangan yang tampak kotor dan tidak terurus yang bisa dilihat dari luar ruangan
2. Ruangan yang selalu terkunci dan digembok dari luar dan dapat dilihat dari celah

pintu terdapat seorang laki-laki didalamnya



Permasalahan penyediaan ruang laktasi sudah banyak dibahas oleh para
peneliti. Dari 20 jurnal atau artikel serta penelitian terdahulu yang menjadi acuan
penulis masalah yang paling banyak ditemukan mengenai ruang laktasi yakni ibu
berhenti menyusui dikarenakan tidak tersedianya fasilitas pendukung ibu menyusui di
tempat kerja (Rahayu & Hidayat, 2023 : 9). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian
yang dilakukan (Rahadian, 2014) mengindikasi bahwa hak ASI eksklusif untuk ibu
yang bekerja tidak seperti yang diharapkan. Lingkungan fisik dan sosial ibu bekerja
juga tidak mendukung pemberian ASI dehingga berdampak negatif baik pada mereka
maupun anaknya. Mayoritas informan tidak memiliki ruang laktasi yang baik untuk
tempat memompa ASI di tempat bekerjanya dan mereka bahkan harus memompa di
tempat yang tidak nyaman seperti toilet.. Hal serupa juga ditemui dalam penelitian
(Sari & Prameswari, 2019) Secara keseluruhan, kebijakan ruang laktasi di tempat kerja
cukup baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang belum sesuai, seperti kekurangan
sarana dan prasarana dan konselor menyusui. Pemerintah mempunyai kewajiban
dalam menjamin hak bayi agar mendapatkan ASI secara Eksklusif yang cukup, maka
dari itu penyediaan fasilitas menyusui atau ruang laktasi di tempat kerja dan tempat

umum sangatlah penting.

Selain itu dari beberapa penelitian yang ditemukan oleh peneliti mengenai
ruang laktasi kebanyakan mengangkat mengenai permasalahan implementasi
kebijakannya, ketersediaan ruang dan belum ada yang membahas masalah pemenuhan
hak ruang laktasi di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian
sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Hak Ruang

Laktasi Bagi Pegawai Perempuan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan



dikarenakan pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas terkait

pemenuhan hak atas ruang laktasi di instansi pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu sebagai
berikut : ” Bagaimana Hak Ruang Laktasi Bagi Pekerja Perempuan di

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?”

1.3  Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah menambah khazanah keilmuan yang menjelaskan

tentang Hak Ruang Laktasi Bagi Pekerja Perempuan di Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu
administrasi publik mengenai penyediaan ruang laktasi khusus ibu menyusui
atau memerah ASI di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan pemerintah
terkait untuk menjadi bahan evaluasi agar lebih baik lagi di masa yang akan

datang.
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